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Abstract

Flexible Working Hours (FWH) merupakan aturan jam kerja fleksibel yang memberikan fleksibilitas waktu
kerja bagi Pegawai untuk memilih jam kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Aturan ini termuat dalam
PERPRES Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur tentang ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja instansi
pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Flexible Working Hours (FWH) berlaku bagi ASN baik
instansi pusat dan daerah termasuk Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta. Meskipun Biro
Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak bertugas pada bidang pelayanan publik bukan berarti dalam
penerapan Flexible Working Hours (FWH) tidak memiliki hambatan. Tujuan penelitian ini melihat sejauh mana
efektivitas penerapan Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta,
apa saja yang menghambat penerapannya, dan apa langkah-langkah spesifik yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah
DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau
analisis lima dimensi efektivitas yang dikemukakan Sutrisno (2007) yaitu pemahaman program, ketepatan
sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pengumpulan data penelitian ini melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari lima dimensi efektivitas
dalam penerapan Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta
yaitu dimensi pemahaman program dan ketepatan sasaran sudah efektif dan dua dimensi lainnya cukup efektif
yaitu pada dimensi ketepatan waktu, dan perubahan nyata. Dan masih kurangnya efektif dalam tercapainya
tujuan. Hal ini disebabkan masih adanya hambatan yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan, kurangnya
koordinasi, dan jadwal yang berubah mendadak. Adapun Langkah-Langkah Spesifik yang dilakukan oleh Sekretaris
Daerah DKI Jakarta dalam Penerapan Flexible Working Hours (FWH) yaitu melakukan sosialisasi peraturan
Flexible Working Hours (FWH) kepada ASN, mengadakan rapat koordinasi, menerbitkan infografis, menfasilitasi
pop-up di e TPP, mengadakan penyesuaian sistem absensi.

Kata kunci : Efektivitas, Flexible Working Hours, Biro Kerja Sama Daerah.

PENDAHULUAN

Kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat sangat tergantung pada profesionalisme aparatur Sipil Negara
(ASN), sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah sehingga sangat penting bagi aparatur
sipil negara memiliki nilai dasar yang menjadi kode etik dan kode perilaku ASN yakni komitmen
memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, memahami dan memenuhi kebutuhan
masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
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pelayanan publik sebagaimana nilai dasar ASN yang termaktub dalam pasal 4 Undang-Undang (UU)
Nomor 20 Tahun 2023.

Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi
Pemerintah dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kewajiban bagi
Pegawai ASN menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan
dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab serta menunjukkan integritas
dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam
maupun di luar kedinasan. Pasal 24 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dikenakan pelanggaran
disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Aturan lengkap tentang Pegawai ASN selanjutnya diatur dalam
peraturan pemerintah. Hal ini termaktub dalam Pasal 25 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan
kewajiban Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemberian hukuman disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk memperbaiki
sistem kerja dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Seorang pegawai dikatakan
disiplin jika memenuhi tiga faktor, yaitu menaati waktu kerja, melakukan pekerjaan dengan baik,
mematuhi semua peraturan dan norma sosial. Disiplin kerja pegawai yang baik tercermin dari besarnya
rasa tanggung jawab pegawai dalam menyelesaikan tugas tepat waktu, tingkat keterlambatan pegawai
yang rendah karena adanya semangat dan gairah kerja, serta meningkatnya efisiensi dan produktivitas
pegawai yang ditunjukkan dengan tingkat ketidakhadiran pegawai yang rendah. Masalah disiplin ASN
terutama dalam hal ketidakhadiran, keterlambatan atau pulang lebih awal tidak sesuai dengan regulasi
merupakan masalah yang dapat menimbulkan efek yang sangat besar pada pemerintahan. Hal ini karena
ASN sebagai kepanjangan tangan pemerintah dengan masyarakat yang berhubungan langsung dalam
memberikan pelayanan publik sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangi
permasalahan yang ada terutama yang berkaitan dengan jam kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia melalui (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023 mengatur
tentang ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang berlaku bagi instansi pusat dan daerah. Peraturan berisikan aturan penerapan jam
kerja fleksibel atau Flexible Working Hours (FWH) yang memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi para
pekerja untuk memilih jam kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain sistem kerja ini
memberikan kewenangan kepada para pekerja untuk mengatur sendiri jam kerjanya dan tidak terikat
pada jam masuk dan jam pulang resmi yang ditetapkan dan disesuaikan dengan aturan kerja yang
berlaku di wilayah kerjanya. Harapannya terjadi Optimalisasi Jam Kerja pada ASN karena mereka dapat
bekerja pada jam-jam tertentu yang paling produktif bagi mereka, sehingga hasil kerja yang dihasilkan
lebih maksimal dan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memecahkan masalah dan
mencapai tujuan tertentu.

Penerapan jam kerja fleksibel atau Flexible Working Hours (FWH), berdasar PERPRES Nomor 21
Tahun 2023 dilaksanakan mulai 12 April 2023. Aturan ini hanya diberikan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas reguler dan tidak memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 2 agustus 2023 dalam sosialisasi
Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 28/SE/2023 menyatakan bahwa fleksibilitas waktu kerja perlu
diatur di lingkungan Pemerintah provinsi DKI Jakarta yakni untuk meningkatkan Employee engagement,
produktifitas dan pelayanan publik. Kemudian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta menerbitkan petunjuk Teknis Pelaksanaan Fleksibilitas Jam Kerja di lingkungan DKI
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Jakarta yang diatur dalam Surat Edaran Nomor ¢-0029/SE/2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan
fleksibilitas jam kerja (Flexible Working Hours) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana salah
satu isinya menjelaskan bahwa khusus pekerjaan yang sifatnya memberikan pelayanan secara terus-
menerus kepada masyarakat atau dukungan operasional pelayanan masyarakat maka jam kerjanya tetap
24 jam dengan diberlakukan sistem shifting dan diatur oleh kepala perangkat daerah atau unit kerja
masing-masing. Dengan demikian Kepala Perangkat Daerah/Biro bertanggung jawab untuk mengatur,
mengawasi, mengendalikan dan evaluasi penggunaan dan penerapan fleksibilitas jam kerja di
lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.

Pelaksanaan dan penerapan Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja Sama Daerah meskipun
sudah terdapat aturan yang cukup jelas, namun demikian masih menghadapi beberapa kendala
sehingga pelaksanaannya belum optimal. Salah satunya masih terdapat pelanggaran kedisiplinan
keterlambatan kehadiran dan pulang kerja lebih awal. Disamping itu didapati masih kurangnya
koordinasi antar pegawai yang mengikuti Flexible Working Hours (FWH) yang menyebabkan
terhambatnya pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga perlunya pengaturan
yang cermat bagi pegawai agar tidak mengorbankan koordinasi dan kolaborasi antar pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN), serta menjaga ketersediaan layanan publik pada jam-jam operasional yang
diharapkan masyarakat. Selain itu, sulitnya melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dalam
tanggung jawabnya melaksanakan tugasnya menjadi tantangan tersendiri, terutama disebabkan belum
ada mekanisme penilaian kerja yang terstandarisasi secara jelas sehingga penilaian lebih bersifat
subjektif. Tentu saja performa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dipertaruhkan jika dalam tugasnya
justru semakin tidak baik, tidak maksimal dan kedisiplinan jam masuk belum sesuai dengan aturan
yang berlaku.

Efektivitas juga dapat berasal dari kata Bahasa Inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu
yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan,
hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau
sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila
tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Iga Rosalina, 2012). Dengan kata lain,
suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan berjalan sesuai
aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan serta memberikan hasil yang bermanfaat. Efektivitas
merupakan kemampuan memilih sasaran yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain, Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat sesuai perencanaan.

Efektivitas dikemukakan oleh Mulyasa sebagai usaha mewujudkan keberhasilan tujuan
operasional. Hal ini berkitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan
waktu, dan adanya partisipasi anggota. Sedangkan menurut Emerson yang dikutip Soewarno
Handayaningrat, menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya” (Soewarno Handayaningrat:1996).

Sedangkan Efektivitas sebagaimana yang dikemukakan Gibson, Ivancevich, dan Donnelly
bahwa Efektivitas diukur dengan pendekatan tujuan dan pendekatan sistem. Efektivitas merupakan
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama sehingga
tingkat tujuan dan sasaran dapat menunjukkan tingkat Efektivitas. Sesuatu dikatakan efektif Apabila
tujuan dan sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan (James
L Gibson, John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly,1996). Dimana menurut model dimensi waktu,
kriteria keefektifan secara khas dinyatakan dalam ukuran waktu jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka Panjang (Mardiasmo, 2009). Ukuran waktu jangka pendek digunakan untuk menggambarkan hal-
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hal yang berlangsung dalam waktu singkat, atau hal-hal yang efeknya akan segera terasa, bukan di masa
mendatang. Jangka menengah berkaitan dengan periode waktu yang tidak terlalu dekat dan tidak juga
terlalu jauh di masa depan dan merupakan pertengahan antara jangka pendek dan jangka panjang.
Sedangkan Jangka panjang adalah sesuatu yang berlangsung selama lebih dari satu tahun atau akan terus
menerus berlangsung.

Efektivitas erat kaitannya dengan mengimplementasikan kebijakan untuk pencapaian tujuan
dan merupakan kegiatan terbaik antara usaha dengan hasilnya, antara suatu kerja dengan hasil yang
dicapai untuk suatu tujuan. Suatu pekerjaan dapat disebut efektif apabila dapat memberikan hasil yang
maksimal berkaitan dengan mutu, jumlah suatu hasil dan terjaminnya kualitas dan kuantitasnya.
Sehingga suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika hasil tertentu tercapai dan sesuai dengan tujuan
yang diinginkan (Edy Sutrisno,2007).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu kegiatan yang
dilakukan dengan cara atau usaha tertentu sesuai perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang
dikehendaki dan ditetapkan dengan baik. Hasil akhir yang hendak dicapai dapat dikatakan efektif
apabila keberhasilan yang direncanakan tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan output yang
diharapkan. Aspek terpenting dalam teori ini adanya perubahan nyata melalui proses transformasi
kebiasaan. Kriteria perubahan menurut teori ini merujuk pada pemahaman program, ketepatan sasaran,
ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata (Joseph A. Maxwell: 1996).

METODE

Penelitian merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi untuk
memecahkan masalah secara sistematis dengan pendekatan ilmiah pada suatu pengkajian masalah dan
mencari bukti-bukti yang muncul untuk memperoleh informasi yang berguna dan yang dapat
dipertanggung jawabkan. Langkah pertama dalam penelitian adalah menentukan desain penelitian.
Desain penelitian adalah rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai pedoman kegiatan yang akan
dilaksanakan dan disusun setelah menentukan topik penelitian yang akan dilakukan. John deRoche
mengemukakan tentang pengertian desain penelitian yaitu, :“A definition of “research design” (in holistic
sense): Planning all components and steps of the research while taking account of ethics, resources and contingencies
so that you will produce meaningful, important, and credible knowledge claims about the empirical world.”

Menurut John deRoche desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh
yang menyangkut semua komponen dan langkah-langkah dalam penelitian dengan mempertimbangkan
etika penelitian, sumber penelitian dan kendala-kendala dalam penelitian sehingga akan menghasilkan
pengetahuan yang penting, kredibel dan empiris, yakni berdasarkan pengalaman (yang diperoleh dari
penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan). Empiris dapat dimaknai suatu pendekatan
atau metode pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan, dan observasi
terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret sehingga lebih menekankan pada fakta dan data.

Desain penelitian digunakan untuk menentukan akurasi dari penelitian agar hasil penelitian
yang dicapai dapat dipertanggung jawabkan. Hammersley & Atkinson menyatakan “research design should
be a reflexive process operating through every stage of a project”, bahwa desain penelitian harus menjadi proses
refleksif yang dijalankan melalui setiap tahap proyek, yaitu (Maxwell;2005).

The activities of collecting and analyzing data, developing and modifying theory, elaborating or refocusing

the research questions, and identifying and eliminating validity threats are usually all going on more or less

simultaneously, each influencing all of the others.
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Menurutnya langkah-langkah desain penelitian diawali dengan kegiatan pengumpulan dan
analisis data yang dilanjutkan dengan mengembangkan dan memodifikasi teori kemudian fokus pada
uraian pertanyaan penelitian, dan mengidentifikasi masalah. Metode dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan
penelitian dengan tujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau segala
sesuatu yang terkait dengan variable- variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka atau kata-kata
(Punaji Setyosari: 2010). Penelitian deskriptif dapat juga dimaknai sebagai metode penelitian yang
digunakan untuk menemukan pengetahuan seluasluasnya terhadap objek penelitian pada masa
tertentu (Afrizal;2015).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu sebagai metode penelitian
[Imu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan)
dan perbuatan-perbuatan manusia. Berkaitan dengan penelitian kualitatif, Hardani menjelaskan bahwa
penelitian kualitatif dimulai dari memilih objek penelitian yang dilanjutkan dengan membuat
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian mengumpulkan data dari
pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan menyusun data yang telah dikumpulkan utuk dianalisa
(Hardani,2010).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif
merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan dan apa yang dialami oleh
informan sehingga diperoleh data dan informasi secara mendalam dan menyeluruh (holistik) mengenai
permasalahan atau objek yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan dan
menganalisis berdasarkan teori yang relevan. Sehingga dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan
jelas tentang Flexible Working Hourss (FWH) dan penerapannya pada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
menilai efektivitas penerapannya di Biro Kerja sama Daerah (SETDA) Provinsi DKI Jakarta dengan
pendekatan kualitatif sehingga dapat diketahui juga apa saja yang menghambat efektivitas penerapan
Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja sama Daerah (SETDA) Provinsi DKI Jakarta.

PEMBAHASAN
Analisis Efektivitas Flexible Working Hour di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI
Jakarta

Efektivitas berkaitan erat dengan implementasi kebijakan untuk pencapaian tujuan dan
merupakan kegiatan terbaik antara suatu pekerjaan dengan hasil yang dicapai untuk suatu tujuan
tertentu. Dimana suatu pekerjaan dapat disebut efektif apabila dapat memberikan hasil yang maksimal
sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hasil akhir yang hendak dicapai dapat dikatakan efektif apabila
keberhasilan yang direncanakan tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan output yang
diharapkan. Aspek terpenting dalam efektivitas diantaranya pemahaman terhadap program, ketepatan
sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Penelitian ini menganalisis mengenai efektivitas Flexible Working Hour di Biro Kerja Sama
Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta ke dalam 5 (lima) dimensi efektivitas yaitu: 1) Pemahaman
Program, 2) Ketepatan Sasaran, 3) Ketepatan Waktu, 4) Tercapainya Tujuan, dan 5) Perubahan Nyata.
Hasil penelitian kualitatif deskriptif bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Untuk mengetahui efektivitas Flexible Working Hour di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI
Jakarta, penulis menarik kesimpulan dari hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi yang
dianalisis berdasar teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
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Observasi Peneliti lakukan dengan melakukan Survey pada bulan AprilJuli 2025 dengan
Responden Pegawai di Biro Kerjasama SETDA DKI jakarta berjumlah 18 Responden, dengan jabatan
Kepala Subbagian Tata Usaha di Biro Kerjasama SETDA DKI jakarta dengan pangkat dan golongan
Penata Tk. I (IlI/d), Pengatur Tk. I (II/d), Pembina (IV/a), Penata (I11/c), dan Penata Muda Tk. I (IIl/b).
Sebagian besar usia responden yang mengisi survey adalah usia >40 tahun yaitu sebanyak 10 Orang.
Kemudian angka terbesar kedua adalah rentan usia 30-40 tahun yaitu 6 Responden, dan terkecil usia
2429 tahun sebanyak 2 Responden, dengan mayoritas pengisi survey adalah laki-laki yaitu 11
Responden. Dari 18 Responden 15 sudah kawin dan 3 tidak kawin. Survei ini dilaksanakan oleh
Peneliti untuk mengetahui kondisi keadaan umum yang terjadi dan kondisi aktivitas Responden
sebelum dan sesudah diberlakukannya Flexible Working Hour (FWH) di Provinsi DKI Jakarta sebagai
bahan identifikasi diberlakukannya Flexible Working Hour (FWH) di Biro Kerjasama Daerah SETDA
Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Responden yang dilakukan wawancara yaitu Ketua Subkelompok Pembinaan BKD
Provinsi DKI Jakarta dan Pelaksana pada Subkelompok Pembinaan BKD Provinsi DKI Jakarta sebagai
perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha Biro
KSD DKI Jakarta sebgai perwakilan dari Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi DKI Jakarta dan Biro
Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pemahaman Program

Efektivitas berkaitan erat dengan implementasi kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian
tujuan. Pemahaman program merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas
pelaksanaan suatu kegiatan atau peraturan yang dibuat yakni untuk melihat sejauh mana para pelaksana
atau pihak yang terlibat memahami tujuan, sasaran, isi, dan cara kerja peraturan yang dijalankan, dalam
hal ini adalah Flexible Working Hour di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta sehingga
peraturan tersebut dapat dijalankan dengan benar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Pemahaman Peraturan Flexible Working Hours (FWH)

Untuk mengukur seberapa efektif penerapan Flexible Working Hour di Biro Kerja Sama Daerah
SETDA Provinsi DKI Jakarta dilihat dari dimensi pemahaman program maka peneliti telah melakukan
wawancara kepada Pegawai Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta dan Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti juga melakukan observasi melalui kuesioner yang
diberikan kepada 18 Pegawai sebagai Responden di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI
Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kepahaman atas penerapan peraturan Flexible Working
Hour di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta dengan melihat latar belakang yang
mendasari dikeluarkannya Peraturan Flexibel Working Hour dan mengukur apakah pegawai sudah
memehami Peraturan tentang Flexible Working Hours dan regulasinya sehingga mudah dan efektif dalam
proses pelaksanaanya dan memahami regulasi jam kerja Peraturan Flexibel Working Hour dan
pelaksanaan penerapan Peraturan Flexibel Working Hour di Biro Kerja sama Daerah SETDA PROVINSI
DKI JAKARTA Jakarta apakah sudah sesuai dengan apa yang termaktub dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi
Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hasil penelitian menunjukkan, berdasar wawancara dengan Arina Nur Kusuma selaku Ketua
Subkelompok Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta dan Fardan Rahmat
Sutan selaku Pelaksana Subkelompok Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI
Jakarta pada Jumat, 3 Oktober 2025 Pukul 14.30-16.00 WIB., keduanya menyatakan bahwa penerapan
Peraturan Flexibel Working Hour berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor
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21 Tahun 2023 yang mengatur Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan kajian dan
studi banding ke KEMENKEU terkait dengan penerapan fleksibilitas bekerja. Menurut BKD, PERPES
Nomor 21 Tahun 2023 sangat menginisiasi dan ternyata pada saat BKD studi banding ke KEMENKEU,
BKD melihat para pegawai bekerja dengan happy dan menginisiasi BKD untuk mengusulkan kepada
pimpinan agar mencoba untuk penerapan Fleksibel Working Hour di lingkungan PEMPROV DKI jakarta.
Setelah itu dilakukan survey kepada para pegawai untuk melihat respon para pegawai, mengetahui
pemahaman pegawai, kesiapan pegawai, dan persepsi pegawai untuk mengukur maturitas pegawai
sebelum diberlakukannya Peraturan Flexibel Working Hour. Karena respon Pegawai bagus maka
diberlakukanlah peraturan fleksibel working hour di lingkungan PEMPROV DKI jakarta, dengan
pengecualian untuk Pegawai bagian pelayanan tidak diperbolehkan agar masyarakat tetap dapat
terlayani dengan baik.

Berdasar wawancara dengan Oktarina Maharani selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Biro KSD
DKI Jakarta pada Rabu, 23 juli 2025 Pukul 14.00 WIB., ia menyatakan para pegawai di Biro Kerja Sama
Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta sudah memahami tentang peraturan Flexibel Working Hour karena
sudah di sosialisasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, tujuannya juga
jelas dan disambut dengan baik. Sebelumnya BKD meminta untuk mengisi kuesioner semua pegawai
tentang skema Flexibel Working Hour seperti apa. Setelah di telaah ditelaah oleh BKD, tidak lama
kemudian keluar edaran tentang pelaksanaan peraturan Flexibel Working Hour. Untuk Pegawai di Biro
Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta, berlaku sampai pukul 9.30. WIB kecuali hari senin
dikarenakan ada apel dan seluruh pegawai sudah harus hadir pukul 07.30 WIB.

Hasil kuesioner yang diberikan kepada 18 Responden Pegawai di Biro Kerja Sama Daerah
SETDA Provinsi DKI Jakarta, Semua Responden menyatakan bahwa mereka paham tentang Flexible
Working Hours (FWH) dan tujuan diberlakukannya dan mengetahui regulasi jam kerja dalam Flexible
Working Hours (FWH). Hampir semua Responden mengikuti regulasi jam kerja FWH, dari 18
responden hanya 1 yang tidak mengikuti FWH pada saat penelitian dilaksanakan. Semua responden
menyatakan dengan mengikuti peraturan FWH mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik sampai
dengan selesai dan tepat waktu. Mereka juga menyataka bahwa pelaksanaan Flexible Working Hours
(FWH) di lingkungan Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan apa
yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023
tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi pemahaman program dalam penerapan Flexible Working
Hours (FWH) di lingkungan Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta menunjukkan
bagaimana suatu program telah dipahami oleh semua pegawai sehingga dapat dengan mudah diterima
dan diterapkan oleh pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta. Hal
ini dimaksudkan pada saat Peraturan Flexible Working Hours (FWH) ditetapkan selanjutnya dapat
dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami program ini
adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut dalam hal ini seluruh pegawai
di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya ketika seluruh responden
menjabarkan pemahaman program ini dalam beberapa segmentasi pembahasan maka itu menunjukkan
kedalaman pemahaman terhadap penerapan Peraturan Flexible Working Hours (FWH) Biro Kerja Sama
Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta.
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Ketepatan Sasaran

Pada dimensi ketepatan sasaran, akan dilihat apakah suatu program, kegiatan, atau peraturan
tepat mengenai kelompok atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan benar-benar diterima oleh
pihak yang menjadi sasaran utama.

Tujuan Peraturan Flexible Working Hours (FWH)

Berdasar wawancara dengan Oktarina Maharani selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Biro KSD
DKI Jakarta pada Rabu, 23 juli 2025 Pukul 14.00 WIB., ia menyatakan bahwa tujuan Peraturan Flexible
Working Hours (FWH) di lingkungan Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta adalah
untuk mengatur jam kerja pegawai agar menjadi flexible sesuai dengan yang diamanahkan pada PERPES
No. 21 tahun 2023 yang mengatur jam kerja dan hari kerja ASN.

Ketepatan sasaran Peraturan Flexible Working Hours (FWH)

Menurut Oktarina Maharani pada saat wawancara, penerapan Peraturan Flexible Working Hours
(FWH) di lingkungan Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta sudah tepat sasaran
dikarenakan Biro KSD kinerjanya bukan berkaitan dengan pelayanan publik, karena Peraturan Flexible
Working Hours dikecualikan untuk pegawai bagian pelayanan publik. Para pegawai di lingkungan Biro
Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta menerima dan merasa terbantu dengan adanya
Peraturan Flexible Working Hours (FWH). Mereka sangat antusias dan hampir semua pegawai mengikuti
peraturan tersebut. “BKD memutuskan flexy time sampai jam 9.30. Hal itu fair sih dan tidak pernah
ada komplain. Itu salah satu kebijakan BKD yang menurut kami ok dan diterima apalagi bagi yang
sudah berkeluarga karena sangat membantu. Dari kebijakan BKD yang berkaitan dengan pelayanan
publik tidak diperkenankan untuk mengikuti flexy time. Kalau di BKD karakternya itu sendiri
kinerjanya bukan berhubungan pelayanan publik, lebih ke penyelenggaraan acara, laporan, tidak
berhubungan dengan masyarakat, sehingga cocok. Hal tersebut yang mendasari kenapa
diberlakukannya FWH di Biro KSD.

Arina Nur Kusuma selaku Ketua Subkelompok Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi DKI Jakarta dalam wawancaranya pada Jumat, 3 Oktober 2025 Pukul 14.30 mengatakan bahwa
untuk penerapan Flexible Working Hours belum ada evaluasi khusus dari BKD apakah Flexible Working
Hours sesuai target sasaran yang memang berhak mendapatkannya. “Terkait tepat sasaran atau tidak,
sejujurnya kita belum evaluasi. Kita belum evaluasi secara menyeluruh itu ya. Tapi ini kan sebuah
kondisi yang memang kita harusnya bisa beradaptasi. Karena memang di beberapa instansi yang cukup
modern, apalagi Jakarta ini mau Jakarta global. Jadi kita sebetulnya harusnya sudah cukup siap untuk
menerapkan itu. Kami belum melakukan itu sebenarnya. Tapi saya sih optimis kendalanya. Kalau ada
kendala, pasti ada kendala dengan setiap pelaksanaan kebijakan. Tapi mungkin itu tidak besar.

Efektivitas penerapan Flexible Working Hours (FWH)

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
28/SE/2023 yang merupakan peraturan yang mengatur penerapan fleksibilitas jam kerja bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Fleksibilitas jam kerja ini diantaranya dimaksudkan untuk mengurai kemacetan yang terjadi saat jam
masuk dan pulang kerja. Upaya penanganan kemacetan pernah di bahas cukup serius oleh peserta
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam penanganan kemacetan di DKI Jakarta, yang
diselenggarakan oleh Pemerintahan Provinsi Jakarta di Ballroom Sumba Hotel Borobudur Jakarta,
dipimpin langsung oleh Pejabat (P].) Gubernur Heru Budi Hartono, pada Kamis tanggal 6 Juli 2023
dan dihadiri pula oleh ketua DPRD DKI jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Kepala Dinas Perhubungan
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DKI Jakarta Syafrin Liputo yang kemudian hasil FGD tersebut diteruskan ke Dewan Transportasi
DKI Jakarta.

Berdasar hasil survey, Responden menyatakan Jarak tempuh Pegawai dari tempat tinggal ke
kantor Biro Kerjasama Daerah (KSD) sebagian besar diatas >15 KM. Dan sebagian kecil kurang dari 10
KM dengan jarak tempuh tertinggi sebagian besar lebih dari 45 menit. Rata-rata untuk yang jarak
dibawah 10 KM waktu tempuhnya adalah 15 menit dengan moda transportasi sebagian adalah umum
dan sebagian lagi adalah motor. Kondisi lalu lintas di ruas jalan utama DKI Jakarta yang dilewai Pegawai
Biro Kerjasama SETDA DKI pada jam sibuk rentang waktu antara pukul 6.30 s/d 9.00 WIB. Hasil
penelitian menunjukkan, para Responden merasa terbantu untuk bebas dari kemacetan lalu lintas di
DKI Jakarta utamanya di jam-jam kerja setelah mengikuti Peraturan Flexible Working Hours (FWH).

Peraturan Flexible Working Hours (FWH) dilaksanakan oleh hampir semua pegawai di
lingkungan Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta dan mereka telah mengikuti
sosialisasi tentang Peraturan Flexible Working Hours (FWH). Berdasarkan hasil kuesioner, semua
responden menyatakan dengan mengikuti kebijakan FWH, mereka dapat menyelesaikan tugas dengan
baik sampai dengan selesai dan tepat waktu. Rata-rata Responden juga menyatakan efektif dalam
mengerjakan tugas kantor saat mengikuti Flexible Working Hours (FWH) dan meningkatkan disiplin
masuk dan pulang kerja dengan tepat waktu. Rata-rata responden merasa Flexible Working Hours (FWH)
efektif untuk memotivasi agar fokus dalam bekerja dan hampir seluruh Responden merasa terbantu
dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Penerapan Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja
Sama Daerah DKI Jakarta menurut mereka adalah Efektif karena Jam kerja dapat disesuaikan, Banyak
quality time bersama keluarga, meningkatkan disiplin kerja Pegawai dan keseimbangan kerja serta
mengurangi stress pegawai.

Berdasar hasil wawancara dengan Borneo putra utama selaku Kepala Sub Kelompok Badan
Usaha Biro Kerja Sama Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025 Pukul 11.30
WIB., penerapan Flexible Working Hours (FWH) di Biro KSD Provinsi DKI Jakarta membuat kinerja
pegawai lebih baik karena diberlakukan Flexible Working Hours (FWH) salah satunya untuk
meningkatkan disiplin dan kinerja. Ketika sudah mengikuti FWH, jika terjadi macet menjadi tidak
tidak telat dan tidak indisipliner. Rasa aman dan bahagia meningkatkan kinerja pegawai. “Iya, Saya
merasakan. Saya tidak melihat tim hanya sekedar PNS tapi melihat dia sebagai kepala keluarga. Dengan
mengikuti FWH bisa bercengkrama dengan keluarga, melihat anak dan membawa kebahagiaannya ke
kantor sehingga dapat meningkatkan kinerja tanpa harus takut di potong karena telat kerja. Saya selalu
membiasakan memandang mereka sebagai tim dan rekan kerja, dengan FWH maka rapat diatur
skemanya agar semua sudah mengikuti. Tapi tim jarang yang hadir jam 9 lebih. Selisih hanya 30 sd 1
jam. Rapat biasa jam 9. Jadi mereka tetap mengatur waktu dikantor dan pulang sesuai kebutuhan kantor
dan menghindari pulang malam.”

Berkaitan dengan kedisiplinan waktu, seluruh Responden menyatakan ada upaya untuk
meningkatkan kedisiplinan. Rata-rata Responden menyebutkan mengikuti regulasi yang sudah
ditetapkan, tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, hadir sesuai jam kantor, berangkat lebih pagi
dan atau mengikuti Flexible Working Hours (FWH), membuat Time line kerja dan mengerjakan tugas
dengan skala prioritas dan terorganisir dan apabila datang terlambat, pulangnya harus dapat
menyelesaikan kewajiban flexible hours.

Berdasarkan hasil wawancara dan survey di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan
Flexible Working Hours (FWH) di lingkungan Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta
sudah tepat sasaran dikarenakan Biro KSD tidak berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga semua
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pegawai dapat mengikutinya. Tidak ada Pegawai di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI
Jakarta yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Ketepatan sasaran dalam penerapan Peraturan Flexible Working Hours (FWH) untuk memastikan
program yang disusun dan ditetapkan apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran
yang telah dilakukan sejak awal.

Analisis atas dimensi ketepatan sasaran pada Peraturan Flexible Working Hours (FWH), apabila
dilihat dari ketepatan kelompok sasaran, penerapan Peraturan Flexible Working Hours (FWH) di Biro
Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan target yakni meliputi seluruh pegawai
di Biro Kerja Sama Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta dan tujuan Flexible Working Hours (FWH)
tercapai. Hampir seluruh Responden mengikuti Peraturan Flexible Working Hours (FWH) dengan
pengecualian selain hari senin. Pegawai merasa terbantu dan kinerja serta produktifitas semakin baik.
Atas kondisi saat ini, penerapan penerapan Peraturan Flexible Working Hours (FWH) di Biro Kerja Sama
Daerah SETDA Provinsi DKI Jakarta dinilai sudah efektif selain dari pengakuan Responden yang
mengikutinya juga dari output yang diberikan oleh Responden atas kinerja dan produktivitasnya yang
semakin membaik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan dari analisis yang cukup komprehensif yang telah peneliti
lakukan, terkait Efektivitas Flexible Working Hours di Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
(SETDA) Provinsi DKI Jakarta diperoleh kesimpulan bahwa penerapannya belum sepenuhnya efektif,
hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi sebagai berikut : Efektivitas penerapan Flexible Working Hours
di Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi DKI Jakarta dilihat dari hasil
penelitian meliputi lima dimensi : a) Dimensi pemahaman program sudah efektif. Semua ASN di Biro
Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi DKI Jakarta memahami peraturan Flexible
Working Hours (FWH) sehingga dapat direalisasikan penerapannya dengan baik; b) Dimensi ketepatan
sasaran dalam penerapan Flexible Working Hours di Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (SETDA)
Provinsi DKI Jakarta sudah efektif karena sudah tepat sesuai sasaran. Hal ini disebabkan Pegawai di
Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi DKI Jakarta tidak bertugas sebagai
pelayan publik yang melayani langsung masyarakat sebagaimana yang dikecualikan dalam peraturan
Flexible Working Hours sehingga Pegawai di Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (SETDA)
Provinsi DKI Jakarta dapat mengikuti Peraturan Flexible Working Hours; c) Dimensi ketepatan waktu
sudah cukup efektif. ASN di Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi DKI Jakarta
dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam mengatur jam kerja sebagaimana ketentuan dalam
peraturan Flexible Working Hours (FWH). Hanya saja masih ada beberapa pegawai yang datang terlambat,
pulang lebih awal, ataupun alpha meskipun beberapa sudah terkonfirmasi alasannya. Namun angkanya
tidak tinggi dan setiap tahunnya angkanya cenderung menurun.
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